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BOPA11 BOJOIO:GORO, 

bahwa dalrun rangka penyesuaian terbadap Peraturan 

Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Susunan dan Tata 

Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah 

diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tabun 2011, maka perlu 

merubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati 

Bojonegoro Nomor 46 Tabun 2011 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Pemberian dan F,,rnanfaatan lnsentif Pajak 

dan Rctnousi Daerah Kabupaten Bojonegoro dan 

menuangkan kembali dalam Peraturan Bupati ; 

I. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 

1950 tentang Pembentukan Dacrab-daerab Kabupaten/ 

Kota dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur 

(Diwnumkan pada tanggal 8 Agustus 1950); 

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 

ten1nng Keuangan Negara (l..embaran Negara Republik 

lndonesia Nomor 47 Tahun 2003, Tambahan Lembaran 

Negara Republik lndonesia Nomor 4287); 

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tabun 

2004 lentang Perbendaharaan Negara (l..embaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
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4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor LS Tahun 

2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung 

Jawab Keuangan Negiua (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lcmbaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 

2004 tentang Pemerintahan Oaerah (Lembaran Negiua 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 

sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 

2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2008 

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4844); 

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 

2004 tentang Perirnbangan Keuangan antara Pemerintab 

Pusat dan Pemerintahan Daerab (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ; 

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 

2009 tentang Pajak Oaerah dan Retribusi Oaerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5049); 

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 

20ll tentang Pembentukan Peraturan Perundang­

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 

9. Peraturan Pemerinlah Republik Indonesia Nomor 58 

Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Oaerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4578); 

IO. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 

Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan 

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerab 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 165, Tambaban Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4593); 
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11. Peraturan Pcmerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 

2007 tentaog Flembagian Urusan f'lmlerintahan Antara 

Flemerintah, Pemerintaban Oaerah Provinsi dan 

Pemerintahan Daerah Kabupate:n/Kota (Lembaran Negara 

Repubhl< Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 ); 

12. Peraturan Pemerintah Republi.k Indonesia Nomor 69 

Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberia.n dan 

Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan 

Relribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5161); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sehllgaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ; 

14. Peraturan Menteri DaJam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Produk Hulrum Oaerah ; 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 

2009 tentaog Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan 

Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah 

Kabupaten Bojonegoro Tahun 2008 Nomor 3) ; 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 15 

Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Bojonegoro Tahun 2010 Nomor 15) ; 

17. Peraturan Daerab Kabupaten Bojonegoro Nomor 14 

Tahun 2011 tentang Pajak Blllni dan Bangunan 

Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabuapten 

Bojonegoro Tahun 2011 Nomor 15) ; 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 

2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas 

Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Oaerah Kabuapten 

Bojonegoro Tabun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah 

diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Daerab 

Nomor 8 Tahun 2011 (Lembaran Oaerab Kabupaten 

Bojonegoro Tabun 2011 Nomor 10); 
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IIEIIUTUSKAll : 

PBRATORAJI BUPATI TEIITAKG P£RUIIAllil ATAS 
PERATORAK BUPATI BOJOIIBGORO ll'OIIOR 46TAIIUJI 
2011 TEll'TAll'G PEIUil'JOK,_PELAK8AK..,.. AAll' PEJIBERIAll' 
DAIi' PEIIAIIFAATAII' DioEih'il' PEIIUKGUTA1' PAJAK 
DABRAH DAIi' RETRIB118I DAERAB KABUPATEII' 
BOJOil'BGORO. 

PasaJ I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 46 Tahun 

2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemaofaatan tosentif 

Pemungutao Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah diundangkan 

pada tanggaJ 14 Juni 2011 diadakan perubahan sebagai berilrut: 

a. Bab I Ketentuan Umum PasaJ 1 angka 5 yang sebelumnya Dinas 

Pendapatan ada)ab Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan clan Asset 

Kabupaten Bojonegoro dirubah menjadi Dinas Pendapatan Daemh 
Kabupaten Bojonegoro. 

b. Bab I Ketentuan Umum PasaJ I angka 6 yang sebelumnya Kepala Dinas 

Pendapatan adalab Kepa)a Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan 

Asset dirubab menjadi Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten 
Bojonegoro. 

Pasal a 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggaJ diundangkan 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerab 
Kabupaten Bojonegoro. 

Ditetapkao di Bojonegoro 
pada tanggal 4 Juni 2012 

BUPATI BOJOil'BGORO, 

ttd. 

B.SUYOTO 
Diundangkan di Bojonegoro 
pada tanggaJ 4 Juni 2012 

SEKRETARIS DAERAII KABUPATU BOJOIIBGORO 
ttd. 

SOEBADI IIOELJOil'O 

BERITA DAERAB KABUPATEII' BOJOil'BGORO TABUII 2012 ll'OIIOR 29. 

Satinan sesuai dengan aslinya. 
SEKRETARIS DABRAB KABUPATU BOJO.IIBOORO 

DrL so~toii:Joso;aa 
Pembina Ut.ama Madya 

NTP. 19600131 198603 1 008 


